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TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus
disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan Dbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga
harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan kemampuan keuangan daerah;

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menetapkan :

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Batang yang disusun setiap tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat Daerah.

Pasal 2
APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp
1.890.034.857.665,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tiga
puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh
lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

pendapatan Rp 1.820.034.857.665,00
belanja Rp 1.888.034.857.665,00
defisit Rp(68.000.000.000,00)
a. pembiayaan Daerah
1. penerimaan Rp 70.000.000.000,00
2. pengeluaran Rp 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 68.000.000.000,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol)
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.820.034.857.665,00 (satu
triliun delapan ratus dua puluh miliar tiga puluh empat juta delapan ratus
lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber
dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp 435.778.014.265,00 (empat ratus tiga puluh
lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat belas ribu dua
ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 240.691.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar enam
ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
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Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 174.538.205.446,00 (seratus tujuh puluh
empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu
empat ratus empat puluh enam rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp
16.811.744.828,00 (enam belas miliar delapan ratus sebelas juta tujuh
ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.737.063.991,00 (tiga miliar
tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus
sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp 1.384.256.843.400,00 (satu triliun tiga ratus

delapan puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan
ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.297.764.992.600,00 (satu triliun

dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat

juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), dengan
rincian sebagai berikut:

a. dana desa sebesar Rp 191.897.045.000,00 (seratus sembilan puluh
satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima
ribu rupiah);

b. dana bagi hasil sebesar Rp 25.829.996.600,00 (dua puluh lima miliar
delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
enam ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:

1) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp
1.320.988.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan
ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

2) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 7.080.303.000,00
(tujuh miliar delapan puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

3) dana bagi hasil pajak pph pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sebesar
Rp 0,00 (nol rupiah);

4) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp
16.476.411.600,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh
enam juta empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);

5) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp
43.711.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu
rupiah);

6) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi
sebesar Rp 4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan
ribu rupiah);

7) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan
batubara-royalty sebesar Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu
rupiah);

8) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi
sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 617.654.000,00 (enam ratus
tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);



9) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) perikanan sebesar Rp
286.550.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus
lima puluh ribu rupiah);

c. dana alokasi umum, sebesar Rp 789.688.527.000,00 (tujuh ratus
delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta
lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:

1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp
771.534.915.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus
tiga puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp
1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp 0,00 (nol
rupiah);

4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar
Rp 0,00 (nol rupiah);

5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar
Rp 16.353.612.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga
juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

d. dana alokasi khusus
1) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 1.876.295.000,00 (satu

miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah);

2) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp
288.473.129.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar
empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu
rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 86.491.850.800,00 (delapan puluh
enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima
puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:

a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp 85.614.850.800,00 (delapan puluh
lima miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu
delapan ratus rupiah);

b. bantuan keuangan sebesar Rp 877.000.000,00 (delapan ratus tujuh
puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 6
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.888.034.857.665,00 (satu triliun
delapan ratus delapan puluh delapan miliar tiga puluh empat juta delapan
ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri
atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
b. belanja tidak terduga; dan
c. belanja transfer.

Pasal 7
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp 1.390.403.730.546,00 (satu triliun tiga ratus
sembilan puluh miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu
lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
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b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan

d. Dbelanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 874.435.555.298,00 (delapan ratus tujuh puluh
empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima
ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 444.596.564.145,00 (empat ratus empat puluh
empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam
puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp 64.854.991.103,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus
lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus
tiga rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 6.516.620.000,00 (enam miliar lima ratus enam
belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 8
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp 156.209.597.689,00 (seratus lima puluh enam
miliar dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu
enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
belanja modal tanah;
belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal aset tetap lainnya; dan
belanja modal aset lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 27.440.691.862,00 (dua puluh tujuh
miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu
delapan ratus enam puluh dua rupiah).
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 60.272.176.489,00 (enam puluh
miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu
empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.061.872.677,00 (lima puluh
enam miliar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu
enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 11.532.106.661,00 (sebelas miliar lima
ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh satu
rupiah).
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp 902.750.000,00 (sembilan ratus dua juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
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Pasal 9
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp 330.421.529.430,00 (tiga ratus tiga puluh
miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan
ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 21.041.005.230,00 (dua puluh satu miliar
empat puluh satu juta lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 309.380.524.200,00 (tiga ratus sembilan miliar
tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus
rupiah).

Pasal 11
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp 68.000.000.000,00 (enam
puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a direncanakan sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh
miliar rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp
70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 13
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah.
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 14
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp
68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan  direncanakan sebesar Rp
68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).
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Pasal 15

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah ini, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya dianggarkan

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila

Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2026.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah;
dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau
masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari:

a.

b.

3

Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut wurusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan
sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten batang;

Lampiran V rekapitulasi belanja daerah wuntuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;

Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal;

Lampiran VII sinkronisasi program pada RPD dengan rancangan
APBD;

Lampiran VIII  sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;

Lampiran IX sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas
provinsi dengan program prioritas kabupaten;

Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Lampiran XI daftar piutang daerah;

Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;



Lampiran XIII  daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset;
Lampiran XIV  daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
Lampiran XV  daftar dana cadangan; dan

Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.
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Pasal 17
Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BATANG,
ttd
M. FAIZ KURNIAWAN
Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

SRI PURWANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-347/2025)

NIP. 1971031 199003 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang
cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu,
perubahan regulasi di bidang pengelolaan Negara dan Daerah bergerak
sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan
perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum
atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam
memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun
pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman
dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan
menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang
direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk aspirasi
yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
APBD Tahun 2026 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota
Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 sesuai makna dan hakikat sistem
anggaran kinerja.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026
memuat kebijakan tentang rencana anggaran pendapatan, rencana
anggaran belanja dan rencana pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu)
tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik
penyelenggaraan pelayanan dasar maupun penyelenggaraan pembangunan
serta pemberdayaan masyarakat. Siklus APBD secara umum dapat
digambarkan meliputi :

a) Tahap Penyusunan RAPBD dan Penetapan;

b) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan; dan

c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Siklus APBD Tahun Anggaran 2026 akan berakhir pada saat perhitungan
dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

Sesuai ketentuan dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Batang
telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang APBD
Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 8
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Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

KABUPATEN BATANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 435.778.014.265,00
4.1.01 Pajak Daerah 240.691.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 174.538.205.446,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.811.744.828,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.737.063.991,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.384.256.843.400,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.297.764.992.600,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 86.491.850.800,00
Jumlah Pendapatan 1.820.034.857.665,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.390.403.730.546,00
5.1.01 Belanja Pegawai 874.435.555.298,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.596.564.145,00
5.1.05 Belanja Hibah 64.854.991.103,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.516.620.000,00
5.2 BELANJA MODAL 156.209.597.689,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.440.691.862,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.272.176.489,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 56.061.872.677,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.532.106.661,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 902.750.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.000.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.000.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 330.421.529.430,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 21.041.005.230,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 309.380.524.200,00
Jumlah Belanja 1.888.034.857.665,00
Total Surplus/(Defisit) -68.000.000.000,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 22:35:37 Halaman 1




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 70.000.000.000,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 70.000.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 70.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.000.000.000,00

Pembiayaan Netto 68.000.000.000,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 22:35:37

Kab. Batang, 30 Desember 2025

Bupati

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN, SH, MH

Halaman 2




KABUPATEN BATANG

Lampiran Il :

Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 146.904.905.587, | 1.011.649.030.76 | 134.367.836.234 000 000 | 1-146.016.867.00
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 00 7,00 00 ' ’ 1,00

1 |o1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 000 | 001982861559, | 28.801.063.807, 0,00 000 | 030-783.925.425
1 |01 |1.01.2.22.0.00.02.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 000 | 001982861559, | 28.801.063.807, 0,00 000 | 030783925420,
1 o URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 146497905567, | 339.860.790.729, | 14.138.439.300, 0.00 000 | 353999230028
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN 000 | 1861072141492, | 146 484 300,00 0,00 000 | 186253698442
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | PUSKESMAS WONOTUNGGAL 2.200.869.053,00 | 2.813.989.053,00 | 100.000.000,00 0,00 0,00 | 2.913.989.053,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | PUSKESMAS BANDAR 1 4.350.000.000,00 | 5.067.343.000,00 | 100.000.000,00 0,00 0,00 | 5.167.343.000,00
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0003 | PUSKESMAS BANDAR 2 1.182.500.000,00 | 1.718.233.700,00 | 50.000.000,00 0,00 0,00 | 1.768.233.700,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | PUSKESMAS BLADO 1 2.532.300.000,00 | 3.085.129.000,00 |  65.000.000,00 0,00 0,00 | 3.150.129.000,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | PUSKESMAS BLADO 2 1.245.200.000,00 | 1.847.029.000,00 |  35.000.000,00 0,00 0,00 | 1.882.029.000,00
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0006 | PUSKESMAS REBAN 3.035.000.000,00 | 3.599.045.000,00 | 150.000.000,00 0,00 0,00 | 3.749.045.000,00
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0007 | PUSKESMAS BAWANG 4.402.415.684,00 | 4.618.616.184,00 | 572.010.000,00 0,00 0,00 | 5.190.626.184,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | PUSKESMAS TERSONO 2.646.800.000,00 | 3.234.677.000,00 | 100.000.000,00 0,00 0,00 | 3.334.677.000,00
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0009 | PUSKESMAS GRINGSING 1 3.300.120.600,00 | 3.930.601.600,00 | 144.000.000,00 0,00 0,00 | 4.074.601.600,00
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0010 | PUSKESMAS GRINGSING 2 1.050.000.000,00 | 1.562.656.000,00 | 50.000.000,00 0,00 0,00 | 1.612.656.000,00
1 |02 |1.02.0.000.0001.0011 | PUSKESMAS LIMPUNG 2.347.015.715,00 | 2.838.555.715,00 | 250.000.000,00 0,00 0,00 | 3.088.555.715,00
1 |02 |1.0200000001.0012 | PUSKESMAS SUBAH 3.907.390.500,00 | 4.585.966.500,00 | 100.000.000,00 0,00 0,00 | 4.685.966.500,00
1 |02 |1.02.0.000.0001.0013 | PUSKESMAS TULIS 2.005.153.035,00 | 2.645.558.035,00 | 50.000.000,00 0,00 0,00 | 2.695.558.035,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 22:36:30
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS BATANG 1 1.668.004.000,00 | 2.188.863.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 | 2.250.863.000,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS BATANG 2 1.520.160.000,00 | 2.061.808.000,00 | 100.000.000,00 0,00 0,00 | 2.161.808.000,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS BATANG 3 1.615.000.000,00 | 2.179.478.000,00 97.500.000,00 0,00 0,00 | 2.276.978.000,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS BATANG 4 1.544.265.000,00 | 2.070.324.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 | 2.130.324.000,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS WARUNGASEM 2.700.000.000,00 | 3.498.140.000,00 83.360.000,00 0,00 0,00 | 3.581.500.000,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS KANDEMAN 2.583.840.000,00 | 3.274.731.000,00 | 150.000.000,00 0,00 0,00 | 3.424.731.000,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS PECALUNGAN 2.158.500.000,00 | 2.680.873.300,00 [ 110.000.000,00 0,00 0,00 | 2.790.873.300,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BANYUPUTIH 1.613.172.000,00 | 2.182.549.500,00 66.000.000,00 0,00 0,00 | 2.248.549.500,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH. 2.500.000.000,00 | 2.400.000.000,00 [ 100.000.000,00 0,00 0,00 | 2.500.000.000,00
1 02 | 1.02.1.02.0.00.01.0001 RSUD BATANG PEMKAB BATANG 74'500'000'000’8 71'779'210'000’8 7'147'085'000’8 0,00 0,00 78'926'295'000’8
1 02 | 1.02.1.02.0.00.01.0002 RSUD LIMPUNG 19.890.200.000,8 17.890.200.000.8 4.250.000.000,8 0,00 0,00 22.140.200.000,8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 34.113.933.585,0 | 84.195.706.587, 118.309.640.172,
L 03 UMUM DAN PENATAAN RUANG 407.000.000,00 0 00 0.00 0,00 00
1 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 407.000.000,00 30.363.933.585,0 | 84.195.706.587, 0,00 0,00 114.559.640.172,
RUANG 0 00 00
UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN
1 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0001 PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN
1 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0002 PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN
1 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0003 PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN
1 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0004 PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN
1 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0005 PEKERJAAN UMUM WILAYAH LIMPUNG 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 5.866.730.880,0 15.528.655.262,0
1 04 DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 | 9.661.924.382,00 0 0,00 0,00 0
SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 22:36:30 Halaman 2
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 5.866.730.880,0 15.528.655.262,0
1 |04 {1040.0021001.0000 | pAS PERDY 0,00 | 9.661.924.382,00 ; 0,00 0,00 ;
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 |os KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 15'771'993'499'8 1'263'139'°0°'g 0,00 0,00 17'035'132'499'8
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 |05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 11'654'383'204'8 1'160'675'000'3 0,00 0,00 12'815'058'204'8
1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH 0,00 | 4.117.610.295,00 | 102.464.000,00 0,00 0,00 | 4.220.074.295,00
1 |06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 10'257'527'013'8 102.756.600,00 0,00 0,00 10'360'283'613'8
1 | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL 0,00 10'257'527'013'8 102.756.600,00 0,00 0,00 10'360'283'613'8
X URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 21.722.844.000,0 | 127.566.767.436, | 10.759.067.417, 0.00 | 20-193.808.000, | 158.510.642.853,
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 00 00 ' 00 00
2 |o7 EESJS:N PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 1.116.630.000,00 | 8.908.083.166,00 | 104.034.200,00 0,00 0,00 | 9.012.117.366,00
2 | 07 | 207.3.32.0.00.01.0000 | DINAS KETENAGAKERJAAN 1.116.630.000,00 | 8.908.083.166,00 | 104.034.200,00 0,00 0,00 | 9.012.117.366,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |os PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0,00 | 5.578.395.278,00 | 65.887.400,00 0,00 0,00 | 5.644.282.678,00
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2 | 08 | 208.2.14.0.00.02.0000 | PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN 0,00 | 5.578.395.278,00 | 65.887.400,00 0,00 0,00 | 5.644.282.678,00
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 | o9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 185.518.000,00 | 1.340.844.820,00 0,00 0,00 0,00 | 1.340.844.820,00
2 | 09 | 2.09.3.27.0.00.02.0000 | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 185.518.000,00 | 1.340.844.820,00 0,00 0,00 0,00 | 1.340.844.820,00
2 |10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 15.607.770,00 0,00 0,00 0,00 15.607.770,00
2 |10 | 1.04.0.00.2.10.01.0000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 0,00 15.607.770,00 0,00 0,00 0,00 15.607.770,00
PERMUKIMAN
» | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN | 200 000 o | 15.755.620.586,0 | 7.498.209.367.,0 0,00 000 | 23:253928.9530
HIDUP 0 0 0
2 |11 | 211.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP 770.000.000,00 15'755'629'586'8 7'498'299'367'8 0,00 0,00 23'253'928'953'8

SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 22:36:30
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0,00 | 6.790.449.109,00 | 525.905.000,00 0,00 0,00 | 7.316.354.109,00
PENCATATAN SIPIL
2 |12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 | 6.790.449.109,00 | 525.905.000,00 0,00 0,00 | 7.316.354.109,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 20.193.808.000, | 28.359.316.388,0
2 |13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 000 | 8145.438.188,00 |  20.070.200,00 0,00 00 0
2 |13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 | 8.145.438.188,00 | 20.070.200,00 0,00 20'193'808'0%% 28'359'316'388'8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 | 8.094.504.500,00 0,00 0,00 0,00 | 8.094.504.500,00
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2 | 14 | 2.08.2.14.0.00.02.0000 | PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN 0,00 | 8.094.504.500,00 0,00 0,00 0,00 | 8.094.504.500,00
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 33.603.943.696,0 | 1.472.689.200,0 35.076.632.896,0
2 |15 R e 1.250.000.000,00 ; J 0,00 0,00 ;
2 |15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 1.250.000.000,00 33'603'943'696'8 1'472'689'200'3 0,00 0,00 35'076'632'896'8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI
2 |16 N S 0,00 | 7.906.845.263,00 | 352.895.000,00 0,00 0,00 | 8.259.740.263,00
2 |16 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 | 7.906.845.263,00 | 352.895.000,00 0,00 0,00 | 8.259.740.263,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 10.043.646.333,0 10.305.946.333,0
2 |17 aAA KECIL DAN MENENGAN 6.757.000.000,00 9| 262:300.000,00 0,00 0,00 ;
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN 10.043.646.333,0 10.305.946.333,0
2 |17 | 217.331.33007.0000 | RS e T e e ENGAr | 6-757.000.000,00 9| 262.300.000,00 0,00 0,00 ;
2 |18 ﬁ%%iﬁ“‘ PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN | 7 564 500.000,00 | 4.322.583.993,00 | 284.623.150,00 0,00 0,00 | 4.607.207.143,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
2 |18 | 21821800001.0000 | DINAS PERANAMAR M 7.500.000.000,00 | 4.322.583.993,00 | 284.623.150,00 0,00 0,00 | 4.607.207.143,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN
2 |19 RONDAERIA 4.143.696.000,00 | 8.775.331.992,00 0,00 0,00 0,00 | 8.775.331.992,00
2 | 19 | 2.19.3.26.0.00.02.0000 gg\'éf PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH 4.143.696.000,00 | 8.775.331.992,00 0,00 0,00 0,00 | 8.775.331.992,00
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2 |20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 000 | 217.488.000,00 | 65.000.000,00 0,00 0,00 | 282.488.000,00
2 | 20 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 000 | 217.488.000,00 | 65.000.000,00 0,00 0,00 | 282.488.000,00
2 |21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 58.677.000,00 |  8.000.000,00 0,00 0,00 66.677.000,00
2 | 21 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 58.677.000,00 |  8.000.000,00 0,00 0,00 66.677.000,00
2 |22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 | 2.862.950.000,00 0,00 0,00 0,00 | 2.862.950.000,00
2 |22 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 | 2.862.950.000,00 0,00 0,00 0,00 | 2.862.950.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |23 AN 0,00 | 4.969.324.892,00 | 99.363.900,00 0,00 0,00 | 5.068.688.792,00
2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 | 4.969.324.892,00 | 99.363.900,00 0,00 0,00 | 5.068.688.792,00
2 |24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 000 | 177.023.850,00 0,00 0,00 0,00 | 177.023.850,00
2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 000 | 177.023.850,00 0,00 0,00 0,00 | 177.023.850,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.277.519.850,00 28'069'147'770'8 3'065'701'795'8 0,00 0,00 31'134'849'565'8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
3 |25 R 4.277.519.850,00 | 6.502.543.100,00 | 767.123.957,00 0,00 0,00 | 7.269.667.057,00
3 | 25 | 3.25.3.27.0.00.02.0000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.277.519.850,00 | 6.502.543.100,00 | 767.123.957,00 0,00 0,00 | 7.269.667.057,00
3 |26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 | 2.961.165.546,00 | 696.485.400,00 0,00 0,00 | 3.657.650.946,00
3 | 26 | 2.19.3.26.0.00.02.0000 gx\'é*/f FARIWISATAKEEEMUDASN DANOLAR 0,00 | 2.961.165.546,00 | 696.485.400,00 0,00 0,00 | 3.657.650.946,00
3 |27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0,00 14'540'934'050'8 833.924.038,00 0,00 0,00 15'374'858'088'8
3 | 27 | 2.09.3.27.0.00.02.0000 | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 0,00 14'540'934'050'8 833.924.038,00 0,00 0,00 15'374'858'088'8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 |30 e e 000 | 497.482.600,00 | 768.168.400,00 0,00 0,00 | 1.265.651.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
3|30 | 217.331330.07.0000 | S R e ENGAH 0,00 | 497.482.600,00 | 768.168.400,00 0,00 0,00 | 1.265.651.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 |31 R PR 0,00 | 3.515.826.954,00 0,00 0,00 0,00 | 3.515.826.954,00
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DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
3 31 | 2.17.3.31.3.30.07.0000 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00 | 3.515.826.954,00 0,00 0,00 0,00 | 3.515.826.954,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 32 TRANSMIGRASI 0,00 51.195.520,00 0,00 0,00 0,00 51.195.520,00
3 32 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN 0,00 51.195.520,00 0,00 0,00 0,00 51.195.520,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 16.811.744.828,8 122.772.188.4%% 1.181.519.230,8 0,00 0,00 123.953.707.6%%
4 o1 SEKRETARIAT DAERAH 16.811.744.828,8 62.716.351.944,8 1.181.519.230,(()) 0,00 0,00 63.897.871.174,8
4 o1 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 16.811.744.828,8 62.716.351.944,8 1.181.519.230,8 0,00 0,00 63.897.871.174,8
4 |o2 SEKRETARIAT DPRD 000 | 00055:836:520.0 0,00 0,00 000 | 00055:836:520.0
4 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0,00 60'055'836'520’8 0,00 0,00 0,00 60'055'836'520’8
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.630.317.843.40 | 45.402.957.535,0 803.265.820,00 11.000.000.000 | 310.227.721.430 | 367.433.944.785,
0,00 0 ,00 ,00 00
5 01 PERENCANAAN 0,00 | 6.596.016.850,00 0,00 0,00 0,00 | 6.596.016.850,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
5 01 | 5.01.5.05.0.00.05.0000 DAN INOVAS| DAERAH 0,00 | 6.138.202.350,00 0,00 0,00 0,00 | 6.138.202.350,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
5 01 | 5.01.5.05.0.00.05.0000 DAN INOVASI DAERAH 0,00 457.814.500,00 0,00 0,00 0,00 457.814.500,00
5 02 KEUANGAN 1.630.317.843.40 | 30.622.095.005,0 644.000.000,00 11.000.000.000 | 310.227.721.430 | 352.493.816.435,
0,00 0 ,00 ,00 00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN| 1.630.317.843.40 | 30.622.095.005,0 11.000.000.000 | 310.227.721.430 | 352.493.816.435,
5 02 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 DAN ASET DAERAH 0.00 0 644.000.000,00 00 100 00
5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 | 6.568.004.680,00 [ 159.265.820,00 0,00 0,00 | 6.727.270.500,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
5 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 | 6.568.004.680,00 [ 159.265.820,00 0,00 0,00 | 6.727.270.500,00
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 | 1.277.479.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.277.479.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
5 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 | 1.277.479.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.277.479.000,00
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5 |os PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 000 | 339.362.000,00 0,00 0,00 0,00 | 339.362.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
5 |05 |501505000050000 | BANANFERENCALAN 0,00 13.250.000,00 0,00 0,00 0,00 13.250.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET

5 |05 |5.01505000050000 | BADAN PEREHCARAN 000 | 326.112.000,00 0,00 0,00 0,00 | 326.112.000,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 10'631'774'928'8 226.000.000,00 0,00 0,00 10'857'774'928'8
6 |01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 10'631'774'928'8 226.000.000,00 0,00 0,00 10'857'774'928'8
6 |01 |6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT DAERAH 0,00 10'631'774'928'8 226.000.000,00 0,00 0,00 10'857'774'928'8
, UNSUR KEWILAYAHAN 0.00 37.871.974.545,8 5.772.640.055,8 0.00 0,00 43.644.614.600,8
- o CECAMATAN 0.00 37.871.974.545,8 5.772.640.055,8 0.00 0,00 43.644.614.600,8
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KECAMATAN BATANG 0,00 10'613'882'145'8 454.633.302,00 0,00 0,00 11'068'515'447'8
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | KELURAHAN WATESALIT 0,00 61.815.000,00 | 138.185.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | KELURAHAN KAUMAN 0,00 61.210.000,00 | 138.790.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | KELURAHAN KASEPUHAN 0,00 61.210.000,00 | 138.790.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN 0,00 62.420.000,00 | 137.580.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH 0,00 69.321.000,00 | 130.679.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA 0,00 61.815.000,00 | 138.185.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | KELURAHAN KARANGASEM UTARA 0,00 61.560.000,00 | 138.440.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0008 | KELURAHAN KARANGASEM SELATAN 0,00 61.407.000,00 | 138.593.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0009 | KELURAHAN SAMBONG 0,00 56.810.000,00 | 143.190.000,00 0,00 0,00 |  200.000.000,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN TULIS 0,00 | 1.857.114.029,00 | 18.703.569,00 0,00 0,00 | 1.875.817.598,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KECAMATAN WARUNGASEM 0,00 | 1.962.967.940,00 | 236.076.569,00 0,00 0,00 | 2.199.044.509,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KECAMATAN WONOTUNGGAL 0,00 | 1.973.661.595,00 | 428.697.800,00 0,00 0,00 | 2.402.359.395,00
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7 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANDAR 0,00 | 2.287.655.404,00 | 250.000.000,00 0,00 0,00 | 2.537.655.404,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BLADO 0,00 | 1.779.090.666,00 | 467.013.569,00 0,00 0,00 | 2.246.104.235,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN REBAN 0,00 | 2.136.469.794,00 | 265.239.906,00 0,00 0,00 | 2.401.709.700,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KANDEMAN 0,00 | 1.796.058.942,00 | 457.500.000,00 0,00 0,00 | 2.253.558.942,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN TERSONO 0,00 | 1.937.317.867,00 | 256.686.000,00 0,00 0,00 | 2.194.003.867,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GRINGSING 0,00 | 1.827.371.024,00 | 427.169.171,00 0,00 0,00 | 2.254.540.195,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN SUBAH 0,00 | 1.896.951.463,00 | 368.197.569,00 0,00 0,00 | 2.265.149.032,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN LIMPUNG 0,00 | 1.842.535.477,00 | 242.402.800,00 0,00 0,00 | 2.084.938.277,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUPUTIH 0,00 | 1.789.233.706,00 | 223.276.000,00 0,00 0,00 | 2.012.509.706,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PECALUNGAN 0,00 | 1.617.044.116,00 | 199.513.800,00 0,00 0,00 | 1.816.557.916,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN BAWANG 0,00 | 1.997.052.377,00 | 235.098.000,00 0,00 0,00 | 2.232.150.377,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 | 6.439.889.101,00 33.567.138,00 0,00 0,00 | 6.473.456.239,00
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 | 6.439.889.101,00 33.567.138,00 0,00 0,00 | 6.473.456.239,00
8 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 | 6.439.889.101,00 33.567.138,00 0,00 0,00 | 6.473.456.239,00
1 RS PR i YA
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0001 SD NEGERI BRAYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0002 SD NEGERI BROKOH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0003 SD NEGERI DRINGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0004 SD NEGERI GRINGGINGSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0005 SD NEGERI KEDUNGMALANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0006 SD NEGERI KEMLIGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0007 SD NEGERI KREYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0008 SD NEGERI PENANGKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0009 SD NEGERI SENDANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0010 SD NEGERI SIGAYAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0011 SD NEGERI SILURAH 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0012 SD NEGERI SIWATU 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0013 SD NEGERI SIWATU 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0014 SD NEGERI SODONG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0015 SD NEGERI SODONG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0016 SD NEGERI WATES 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0017 SD NEGERI WATES 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0018 SD NEGERI WATES 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0019 SD NEGERI WONOTUNGGAL 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0020 SD NEGERI WONOTUNGGAL 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0021 SD NEGERI WONOTUNGGAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0022 SD NEGERI WONOTUNGGAL 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0023 SD NEGERI BANDAR 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0024 SD NEGERI BANDAR 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0025 SD NEGERI BANDAR 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0026 SD NEGERI BATIOMBO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0027 SD NEGERI BATIOMBO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0028 SD NEGERI BINANGUN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0029 SD NEGERI BINANGUN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0030 SD NEGERI CANDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0031 SD NEGERI KLUWIH 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0032 SD NEGERI KLUWIH 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0033 SD NEGERI KLUWIH 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0034 SD NEGERI PESALAKAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0035 SD NEGERI PESALAKAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0036 SD NEGERI PESALAKAN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0037 SD NEGERI PUCANGGADING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0038 SD NEGERI SIDAYU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0039 SD NEGERI SIMPAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0040 SD NEGERI TAMBAHREJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0041 SD NEGERI TAMBAHREJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0042 SD NEGERI TAMBAHREJO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0043 SD NEGERI TOMBO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0044 SD NEGERI TOMBO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0045 SD NEGERI TOSO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0046 SD NEGERI TOSO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0047 SD NEGERI TUMBREP 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0048 SD NEGERI TUMBREP 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0049 SD NEGERI WONODADI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0050 SD NEGERI WONODADI 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0051 SD NEGERI WONOKERTO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0052 SD NEGERI WONOMERTO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0053 SD NEGERI WONOMERTO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0054 SD NEGERI WONOMERTO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0055 SD NEGERI WONOSEGORO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0056 SD NEGERI WONOSEGORO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0057 SD NEGERI BAWANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0058 SD NEGERI BESANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0059 SD NEGERI BISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0060 SD NEGERI BLADO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0061 SD NEGERI BLADO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0062 SD NEGERI BLADO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0063 SD NEGERI COKRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0064 SD NEGERI GERLANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0065 SD NEGERI GONDANG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0066 SD NEGERI KALIPANCUR 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0067 SD NEGERI KALIPANCUR 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0068 SD NEGERI KALISARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0069 SD NEGERI KALITENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0070 SD NEGERI KAMBANGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0071 SD NEGERI KAMBANGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0072 SD NEGERI KAMBANGAN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0073 SD NEGERI KEMBANGLANGIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0074 SD NEGERI KEPUTON 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0075 SD NEGERI KEPUTON 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0076 SD NEGERI KETELENG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0077 SD NEGERI KETELENG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0078 SD NEGERI KETELENG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0079 SD NEGERI PESANTREN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0080 SD NEGERI SELOPAJANG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0081 SD NEGERI SELOPAJANG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0082 SD NEGERI WONOBODRO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0083 SD NEGERI WONOBODRO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0084 SD NEGERI WONOBODRO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0085 SD NEGERI ADINUSO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0086 SD NEGERI ADINUSO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0087 SD NEGERI CABLIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0088 SD NEGERI KALISARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0089 SD NEGERI KARANGANYAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0090 SD NEGERI KEPUNDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0091 SD NEGERI KUMESU 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0092 SD NEGERI KUMESU 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0093 SD NEGERI KUMESU 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0094 SD NEGERI MOJOTENGAH 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0095 SD NEGERI MOJOTENGAH 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0096 SD NEGERI NGADIREJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0097 SD NEGERI NGADIREJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0098 SD NEGERI NGADIREJO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0099 SD NEGERI NGROTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0100 SD NEGERI PACET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0101 SD NEGERI PADOMASAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0102 SD NEGERI PADOMASAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0103 SD NEGERI POLODORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0104 SD NEGERI REBAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0105 SD NEGERI SEMAMPIR 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0106 SD NEGERI SEMAMPIR 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0107 SD NEGERI SOJOMERTO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0108 SD NEGERI SUKOMANGLI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0109 SD NEGERI SUKOMANGLI 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0110 SD NEGERI TAMBAKBOYO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0111 SD NEGERI TAMBAKBOYO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0112 SD NEGERI WONOROJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0113 SD NEGERI WONOSOBO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0114 SD NEGERI WONOSOBO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0115 SD NEGERI BAWANG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0116 SD NEGERI BAWANG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0117 SD NEGERI BAWANG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0118 SD NEGERI BINTORO MULYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0119 SD NEGERI CANDIGUGUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0120 SD NEGERI CANDIREJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0121 SD NEGERI CANDIREJO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0122 SD NEGERI DELES 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0123 SD NEGERI DELES 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0124 SD NEGERI DELES 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0125 SD NEGERI GETAS 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0126 SD NEGERI GETAS 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0127 SD NEGERI GUNUNGSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0128 SD NEGERI JAMBANGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0129 SD NEGERI JAMBANGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0130 SD NEGERI JLAMPRANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0131 SD NEGERI KALIREJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0132 SD NEGERI KALIREJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0133 SD NEGERI KALIREJO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0134 SD NEGERI KEBATURAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0135 SD NEGERI PANGEMPON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0136 SD NEGERI PASUSUKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0137 SD NEGERI PRANTEN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0138 SD NEGERI PRANTEN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0139 SD NEGERI PRANTEN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0140 SD NEGERI PURBO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0141 SD NEGERI PURBO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0142 SD NEGERI PURBO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0143 SD NEGERI SANGUBANYU 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0144 SD NEGERI SANGUBANYU 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0145 SD NEGERI SIBEBEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0146 SD NEGERI SIDOHARJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0147 SD NEGERI SIDOHARJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0148 SD NEGERI SIDOHARJO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0149 SD NEGERI SOKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0150 SD NEGERI SURJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0151 SD NEGERI SURJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0152 SD NEGERI SURJO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0153 SD NEGERI WONOSARI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0154 SD NEGERI WONOSARI 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0155 SD NEGERI BANTENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0156 SD NEGERI BOJA 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0157 SD NEGERI BOJA 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0158 SD NEGERI GONDO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0159 SD NEGERI GONDO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0160 SD NEGERI HARJOWINANGUN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0161 SD NEGERI HARJOWINANGUN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0162 SD NEGERI KEBUMEN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0163 SD NEGERI KEBUMEN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0164 SD NEGERI KRANGGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0165 SD NEGERI KRANGGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0166 SD NEGERI MARGOSONO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0167 SD NEGERI PLOSOWANGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0168 SD NEGERI PUJUT 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0169 SD NEGERI PUJUT 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0170 SD NEGERI REJOSARI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0171 SD NEGERI REJOSARI 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0172 SD NEGERI SATRIYAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0173 SD NEGERI SATRIYAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0174 SD NEGERI SENDANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0175 SD NEGERI SIDALANG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0176 SD NEGERI SIDALANG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0177 SD NEGERI SUMURBANGER 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0178 SD NEGERI SUMURBANGER 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0179 SD NEGERI TANJUNGSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0180 SD NEGERI TEGALOMBO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0181 SD NEGERI TEGALOMBO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0182 SD NEGERI TERSONO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0183 SD NEGERI WANAR 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0184 SD NEGERI GRINGSING 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0185 SD NEGERI GRINGSING 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0186 SD NEGERI GRINGSING 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0187 SD NEGERI KEBONDALEM 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0188 SD NEGERI KEBONDALEM 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0189 SD NEGERI KETANGGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0190 SD NEGERI KETANGGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0191 SD NEGERI KETANGGAN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0192 SD NEGERI KETANGGAN 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0193 SD NEGERI KRENGSENG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0194 SD NEGERI KRENGSENG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0195 SD NEGERI KRENGSENG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0196 SD NEGERI KRENGSENG 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0197 SD NEGERI KUTOSARI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0198 SD NEGERI KUTOSARI 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0199 SD NEGERI LEBO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0200 SD NEGERI LEBO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0201 SD NEGERI MADUGOWONGJATI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0202 SD NEGERI MADUGOWONGJATI 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0203 SD NEGERI MENTOSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0204 SD NEGERI PLELEN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0205 SD NEGERI PLELEN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0206 SD NEGERI PLELEN 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0207 SD NEGERI SAWANGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0208 SD NEGERI SAWANGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0209 SD NEGERI SAWANGAN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0210 SD NEGERI SENTUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0211 SD NEGERI SIDOREJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0212 SD NEGERI SIDOREJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0213 SD NEGERI SURODADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0214 SD NEGERI TEDUNAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0215 SD NEGERI YOSOREJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0216 SD NEGERI AMONGROGO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0217 SD NEGERI AMONGROGO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0218 SD NEGERI BABADAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0219 SD NEGERI BABADAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0220 SD NEGERI DLISEN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0221 SD NEGERI DLISEN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0222 SD NEGERI DONOREJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0223 SD NEGERI KALISALAK 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0224 SD NEGERI KALISALAK 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0225 SD NEGERI KALISALAK 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0226 SD NEGERI KEPUH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0227 SD NEGERI LIMPUNG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0228 SD NEGERI LIMPUNG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0229 SD NEGERI LIMPUNG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0230 SD NEGERI LOBANG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0231 SD NEGERI LOBANG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0232 SD NEGERI NGALIYAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0233 SD NEGERI PLUMBON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0234 SD NEGERI PUNGANGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0235 SD NEGERI PUNGANGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0236 SD NEGERI ROWOSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0237 SD NEGERI SEMPU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0238 SD NEGERI SIDOMULYO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0239 SD NEGERI SIDOMULYO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0240 SD NEGERI SIDOMULYO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0241 SD NEGERI SUKOREJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0242 SD NEGERI TEMBOK 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0243 SD NEGERI TEMBOK 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0244 SD NEGERI WONOKERSO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0245 SD NEGERI WONOKERSO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0246 SD NEGERI ADINUSO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0247 SD NEGERI ADINUSO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0248 SD NEGERI CLAPAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0249 SD NEGERI DURENOMBO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0250 SD NEGERI DURENOMBO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0251 SD NEGERI GONDANG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0252 SD NEGERI GONDANG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0253 SD NEGERI GONDANG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0254 SD NEGERI GONDANG 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0255 SD NEGERI JATISARI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0256 SD NEGERI JATISARI 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0257 SD NEGERI JATISARI 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0258 SD NEGERI KALIMANGGIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0259 SD NEGERI KARANGTENGAH 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0260 SD NEGERI KEBORANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0261 SD NEGERI KEMIRI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0262 SD NEGERI KEMIRI 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0263 SD NEGERI KEMIRI 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0264 SD NEGERI KEMIRI 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0265 SD NEGERI KUMEJING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0266 SD NEGERI KURIPAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0267 SD NEGERI KURIPAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0268 SD NEGERI MANGUNHARJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0269 SD NEGERI MANGUNHARJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0270 SD NEGERI MENJANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0271 SD NEGERI SENGON 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0272 SD NEGERI SENGON 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0273 SD NEGERI SENGON 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0274 SD NEGERI SUBAH 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0275 SD NEGERI SUBAH 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0276 SD NEGERI SUBAH 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0277 SD NEGERI TENGGULANGHARJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0278 SD NEGERI BEJI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0279 SD NEGERI BEJI 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0280 SD NEGERI BEJI 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0281 SD NEGERI CLUWUK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0282 SD NEGERI JOLOSEKTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0283 SD NEGERI JRAKAHPAYUNG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0284 SD NEGERI JRAKAHPAYUNG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0285 SD NEGERI KALIBOYO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0286 SD NEGERI KEBUMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0287 SD NEGERI KEDUNGSEGOG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0288 SD NEGERI KEDUNGSEGOG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0289 SD NEGERI KENCONOREJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0290 SD NEGERI KENCONOREJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0291 SD NEGERI KENCONOREJO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0292 SD NEGERI MANGGIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0293 SD NEGERI PONOWARENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0294 SD NEGERI POSONG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0295 SD NEGERI SEMBOJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0297 SD NEGERI SIMBANGDESA 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0298 SD NEGERI SIMBANGJATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0299 SD NEGERI TULIS 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0300 SD NEGERI TULIS 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0301 SD NEGERI WRINGINGINTUNG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0302 SD NEGERI WRINGINGINTUNG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0303 SD NEGERI CEPOKOKUNING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0304 SD NEGERI DENASRI KULON 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0305 SD NEGERI DENASRI KULON 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0306 SD NEGERI DENASRI WETAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0307 SD NEGERI DENASRI WETAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0308 SD NEGERI DENASRI WETAN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0309 SD NEGERI KALIPUCANG KULON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0310 SD NEGERI KALIPUCANG WETAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0311 SD NEGERI KALISALAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0312 SD NEGERI KARANGANYAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0313 SD NEGERI KARANGASEM 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0314 SD NEGERI KARANGASEM 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0315 SD NEGERI KARANGASEM 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0316 SD NEGERI KARANGASEM 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0317 SD NEGERI KARANGASEM 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0318 SD NEGERI KARANGASEM 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0319 SD NEGERI KARANGASEM 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0320 SD NEGERI KARANGASEM 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0321 SD NEGERI KARANGASEM 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0322 SD NEGERI KARANGASEM 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0323 SD NEGERI KARANGASEM 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0324 SD NEGERI KARANGASEM 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0325 SD NEGERI KARANGASEM 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0326 SD NEGERI KASEPUHAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0327 SD NEGERI KASEPUHAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0328 SD NEGERI KASEPUHAN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0329 SD NEGERI KASEPUHAN 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0330 SD NEGERI KASEPUHAN 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0331 SD NEGERI KASEPUHAN 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0332 SD NEGERI KASEPUHAN 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0333 SD NEGERI KAUMAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0334 SD NEGERI KAUMAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0335 SD NEGERI KAUMAN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0336 SD NEGERI KAUMAN 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0337 SD NEGERI KAUMAN 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0338 SD NEGERI KAUMAN 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0339 SD NEGERI KECEPAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0340 SD NEGERI KLIDANG LOR 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0341 SD NEGERI KLIDANG WETAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0342 SD NEGERI PASEKARAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0343 SD NEGERI PASEKARAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0344 SD NEGERI PROYONANGGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0345 SD NEGERI PROYONANGGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0346 SD NEGERI PROYONANGGAN 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0347 SD NEGERI PROYONANGGAN 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0348 SD NEGERI PROYONANGGAN 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0349 SD NEGERI PROYONANGGAN 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0350 SD NEGERI PROYONANGGAN 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0351 SD NEGERI PROYONANGGAN 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0352 SD NEGERI PROYONANGGAN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0353 SD NEGERI PROYONANGGAN 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0354 SD NEGERI PROYONANGGAN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0355 SD NEGERI PROYONANGGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0356 SD NEGERI ROWOBELANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0357 SD NEGERI SAMBONG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0358 SD NEGERI SAMBONG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0359 SD NEGERI SAMBONG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0360 SD NEGERI WATESALIT 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0361 SD NEGERI WATESALIT 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0362 SD NEGERI BANJIRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0363 SD NEGERI CANDIARENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0364 SD NEGERI CEPAGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0365 SD NEGERI CEPAGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0366 SD NEGERI KALIBELUK 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0367 SD NEGERI KALIBELUK 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0368 SD NEGERI KALIWARENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0369 SD NEGERI LEBO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0370 SD NEGERI LEBO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0371 SD NEGERI MENGUNENG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0372 SD NEGERI MENGUNENG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0373 SD NEGERI PANDANSARI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0374 SD NEGERI PEJAMBON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0375 SD NEGERI PESAREN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0376 SD NEGERI PESAREN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0377 SD NEGERI SARIGLAGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0378 SD NEGERI SAWAHJOHO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0379 SD NEGERI SAWAHJOHO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0380 SD NEGERI SIDOREJO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0381 SD NEGERI SIDOREJO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0382 SD NEGERI SIJONO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0383 SD NEGERI TERBAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0384 SD NEGERI WARUNGASEM 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0385 SD NEGERI BANARAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0386 SD NEGERI BANYUPUTIH 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0387 SD NEGERI BANYUPUTIH 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0388 SD NEGERI BANYUPUTIH 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0389 SD NEGERI BULU 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0390 SD NEGERI BULU 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0391 SD NEGERI DLIMAS 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0392 SD NEGERI KALANGSONO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0393 SD NEGERI KALANGSONO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0394 SD NEGERI KALIBALIK 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0395 SD NEGERI KALIBALIK 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0396 SD NEGERI KALIBALIK 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0397 SD NEGERI KEDAWUNG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0398 SD NEGERI KEDAWUNG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0399 SD NEGERI KEDAWUNG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0400 SD NEGERI KEDAWUNG 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0401 SD NEGERI LUWUNG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0402 SD NEGERI LUWUNG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0403 SD NEGERI PENUNDAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0404 SD NEGERI SEMBUNG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0405 SD NEGERI SEMBUNG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0406 SD NEGERI TIMBANG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0407 SD NEGERI TIMBANG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0408 SD NEGERI BANDUNG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0409 SD NEGERI BANDUNG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0410 SD NEGERI GEMUH 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0411 SD NEGERI GEMUH 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0412 SD NEGERI GEMUH 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0413 SD NEGERI GOMBONG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0414 SD NEGERI GUMAWANG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0415 SD NEGERI GUMAWANG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0416 SD NEGERI GUMAWANG 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0417 SD NEGERI KENITEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0418 SD NEGERI PECALUNGAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0419 SD NEGERI PECALUNGAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0420 SD NEGERI PRETEK 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0421 SD NEGERI PRETEK 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0422 SD NEGERI RANDU 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0423 SD NEGERI RANDU 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0424 SD NEGERI SELOKARTO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0425 SD NEGERI SELOKARTO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0426 SD NEGERI SELOKARTO 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0427 SD NEGERI SIGUCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0428 SD NEGERI BAKALAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0429 SD NEGERI BOTOLAMBAT 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0430 SD NEGERI BOTOLAMBAT 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0431 SD NEGERI BOTOLAMBAT 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0432 SD NEGERI CEMPERENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0433 SD NEGERI DEPOK 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0434 SD NEGERI DEPOK 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0435 SD NEGERI JURAGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0436 SD NEGERI KANDEMAN 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0437 SD NEGERI KANDEMAN 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0438 SD NEGERI KARANGANOM 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0439 SD NEGERI KARANGANOM 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0440 SD NEGERI KARANGGENENG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0441 SD NEGERI KARANGGENENG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0442 SD NEGERI LAWANGAJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0443 SD NEGERI TEGALSARI 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0444 SD NEGERI TEGALSARI 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0445 SD NEGERI TEGALSARI 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0446 SD NEGERI TEGALSARI 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0447 SD NEGERI TEGALSARI 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0448 SD NEGERI TRAGUNG 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0449 SD NEGERI TRAGUNG 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0450 SD NEGERI UJUNGNEGORO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0451 SD NEGERI UJUNGNEGORO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0452 SD NEGERI WONOKERSO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0453 SD NEGERI WONOKERSO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0454 SMP NEGERI 1 WONOTUNGGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0455 SMP NEGERI 2 WONOTUNGGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0456 SMP NEGERI 3 WONOTUNGGAL SATAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0457 SMP NEGERI 1 BANDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0458 SMP NEGERI 2 BANDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0459 SMP NEGERI 3 BANDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0460 SMP NEGERI 4 BANDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0461 SMP NEGERI 1 BLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0462 SMP NEGERI 2 BLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0463 SMP NEGERI 3 BLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0464 SMP NEGERI 4 BLADO SATAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0465 SMP NEGERI 1 REBAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-31 22:36:30 Halaman 27

Halaman 29




Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0466 SMP NEGERI 2 REBAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0467 SMP NEGERI 3 REBAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0468 SMP NEGERI 4 REBAN SATAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0469 SMP NEGERI 1 BAWANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0470 SMP NEGERI 2 BAWANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0471 SMP NEGERI 3 BAWANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0472 SMP NEGERI 4 BAWANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0473 SMP NEGERI 1 TERSONO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0474 SMP NEGERI 2 TERSONO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0475 SMP NEGERI 3 TERSONO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0476 SMP NEGERI 1 GRINGSING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0477 SMP NEGERI 2 GRINGSING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0478 SMP NEGERI 3 GRINGSING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0479 SMP NEGERI 4 GRINGSING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0480 SMP NEGERI 1 LIMPUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0481 SMP NEGERI 2 LIMPUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0482 SMP NEGERI 3 LIMPUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0483 SMP NEGERI 1 SUBAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0484 SMP NEGERI 2 SUBAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0485 SMP NEGERI 3 SUBAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0486 SMP NEGERI 1 TULIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0487 SMP NEGERI 2 TULIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0488 SMP NEGERI 1 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0489 SMP NEGERI 2 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0490 SMP NEGERI 3 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0491 SMP NEGERI 4 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0492 SMP NEGERI 5 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0493 SMP NEGERI 6 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0494 SMP NEGERI 7 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0495 SMP NEGERI 8 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0496 SMP NEGERI 9 BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0497 SMP NEGERI 1 WARUNGASEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0498 SMP NEGERI 2 WARUNGASEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0499 SMP NEGERI 3 WARUNGASEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0500 SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0501 SMP NEGERI 1 PECALUNGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0502 SMP NEGERI 1 KANDEMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0503 SMP NEGERI 2 KANDEMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0504 SMP NEGERI 3 KANDEMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0505 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SUBAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD INSTALASI FARMASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KABUPATEN BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02 | 1.02.1.02.0.00.01.0101 COBA --- RSUD BATANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BALAI LATIHAN KERJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 09 | 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPTD BALAI BENIH PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERSAMPAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.820.034.857.66 | 1.390.403.730.54 | 156.209.597.689 | 11.000.000.000 | 330.421.529.430 | 1.888.034.857.66
5,00 6,00 ,00 ,00 ,00 5,00

Kab. Batang, 30 Desember 2025

Bupati
ttd

M. FAIZ KURNIAWAN, SH, MH
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Lampiran 11 : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

KABUPATEN BATANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1.820.034.857.665,0

Pemerintahan

4 PENDAPATAN DAERAH 0
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 435.778.014.265,00
4.1.01 Pajak Daerah 240.691.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 174.538.205.446,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.811.744.828,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.737.063.991,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1'384'256'843'400'8
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1'297'764'992'600’8
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 86.491.850.800,00
BELANJA DAERAH
Urusan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi

:1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi

:1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program

:1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Persentase capaian SPM Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah

Kegiatan

:1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Angka Putus Sekolah SD

Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pedidikan sekolah dasar
Prosentase SD yang kondisi bangunannya baik

Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.2

BELANJA MODAL
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5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.935.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 588.565.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 257.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.140.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

83.320.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.819.073.150,00
5.1.05 Belanja Hibah 0,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 13.088.113.256,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.343.158.444,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.128.076.900,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.306.251.400,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00
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5.1.05 Belanja Hibah 466.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 386.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 346.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.252.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.270.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 755.355.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Prosentase SMP yang kondisi bangunannya baik
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/Sederajat
Angka Putus Sekolah (APS) SMP

Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pedidikan sekolah menengah pertama

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.2

BELANJA MODAL
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5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 603.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 83.000.000,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan

: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.449.871.211,00
5.1.05 Belanja Hibah 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.151.059.716,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.306.651.580,00
5.1.05 Belanja Hibah 2.941.400.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.176.157.443,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.381.431.261,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

50.313.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.439.240.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 650.000.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran

: Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Prosentase TK Negeri yang kondisi bangunannya baik

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.460.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 265.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 460.515.863,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 21.600.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.600.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.873.600,00
5.1.05 Belanja Hibah 15.015.485.903,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 275.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

740.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.750,00
5.1.05 Belanja Hibah 393.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.822.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 441.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 562.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 145.000.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah

berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.316.400,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 37.200.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.309.920,00
5.1.05 Belanja Hibah 7.829.500.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.421.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.540.080,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.640.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 403.507.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 262.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00
Program :1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Indikator Hasil

Kegiatan

:1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.207.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 500.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 899.924.000,00
Program 1 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indikator Hasil

Kegiatan

:1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,

PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik

Sub Kegiatan

:1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,

dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.046.450,00

Sub Kegiatan

:1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.484.000,00
Program :1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

Kegiatan

:1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.946.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.275.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.350.400,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 605.000.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 491.108.364.421,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.186.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.665.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.875.650,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.644.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.549.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.003.750,00
Kegiatan :1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran

: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.063.800,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.853.300,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.875.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

13.070.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.234.278,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.180.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.671.367.200,00
Kegiatan :1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.619.200,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 78.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.088.000,00
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

30.500.000,00

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

27.040.000,00

Bidang Urusan

:1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR)
Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR)
Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR)

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Puskesmas Terakreditasi

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai

Standar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Indikator Keluaran

- Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh

Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.508.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.729.320.177,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke
Fasilitas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.674.550,00

Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan

Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal
Jumlah semua Kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)
Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas

Jumlah balita stunting

Jumlah kasus kematian bayi

Jumlah Desa ODF

Jumlah kasus kematian balita

Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.006.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.775.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
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Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 864.490.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator Keluaran

: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.772.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.970.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.408.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.160.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

24.420.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.398.610.573,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.025.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana

dan/atau Berpotensi Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.895.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

24.575.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.475.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 622.236.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.180.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional

Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional

Lainnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.490.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.650.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.995.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
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Indikator Keluaran

: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.970.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.729.500,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.057.196.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium

Rujukan/Nasional

Indikator Keluaran

: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.240.380,00
5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu

Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.028.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.024.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.008.000,00
Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang
Jumlah aplikasi yang dikelola

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Kabupaten/Kota

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.224.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00

Kegiatan :1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasyankes yang berijin

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,

D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti

Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.040.000,00
Program :1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase tenaga kesehatan yang berijin
Persentase tenaga kesehatan yang berijin

Kegiatan

:1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.060.000,00
Kegiatan :1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM

di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDMK
Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDMK

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.287.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.166.800,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.582.000,00

Kegiatan :1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi
Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi
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Sub Kegiatan

:1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.067.904.000,00
Program :1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Indikator Hasil

: Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin

Kegiatan

:1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin
Jumlah Toko Obat yang berijin

Jumlah Apotek yang berijin

Jumlah Apotek yang berijin

Jumlah Toko Obat yang berijin

Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.323.000,00

Kegiatan :1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,

untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

:Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat
Jumlah PIRT yang mendapatkat sertifikat

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai 1zin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.347.000,00

Kegiatan :1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00
Kegiatan :1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan

Minuman Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya
Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Indikator Keluaran

: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan
Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.967.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah desa siaga aktif strata mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.455.000,00
Kegiatan :1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.965.000,00
5.2 BELANJA MOD